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Abstract

Business legality assistance is a strategic step to enhance the competitiveness
and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), especially
in rural areas. This service is carried out in Jombangan Santren Hamlet, Tertek
Village, Pare District, Kediri Regency, with the aim of providing understanding
and technical assistance to UMKM actors regarding the importance of business
legality and the process of registering for a Business Identification Number (NIB)
through the Online Single Submission (OSS) application. This activity uses a
Participatory Action Research (PAR) approach that emphasizes the active
participation of the community in all stages, from problem identification,
planning, implementation, to evaluation. The results of the implementation show
an increased awareness among UMKM players regarding the importance of
business legality, marked by active participation in the socialization process and
the success of registering businesses through OSS. This program also has an
impact on increasing collaboration among MSME players and optimizing the use
of digital technology. These findings reinforce the importance of a participatory
mentoring model as an instrument for community economic empowerment based
on legality.

Keywords: Accompaniment; UMKM, Business Legality, OSS; Participatory
Action Research.
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Pendampingan Legalitas Usaha Berbasis Partisipatif
untuk UMKM di Dusun Jombangan Santren

Abstrak

Pendampingan legalitas usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan
daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
khususnya di wilayah pedesaan. Pengabdian ini dilakukan di Dusun Jombangan
Santren, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan tujuan
memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM
terkait pentingnya legalitas usaha serta proses pendaftaran Nomor Induk
Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini
menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang
menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari
identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hasil
pelaksanaan menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap
pentingnya legalitas usaha, ditandai dengan partisipasi aktif dalam proses
sosialisasi serta keberhasilan mendaftarkan usaha melalui OSS. Program ini juga
berdampak pada meningkatnya kolaborasi antar pelaku UMKM dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini memperkuat pentingnya model
pendampingan partisipatif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi
masyarakat berbasis legalitas.

Kata Kunci: Pendampingan; UMKM; Legalitas Usaha; OSS; Participatory
Action Research.

Pendahuluan

Pendampingan legalitas usaha berbasis partisipatift untuk UMKM
merupakan upaya penting untuk meningkatkan daya saing, akses pasar, dan
keberlanjutan usaha kecil. Banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi
kendala dalam memahami dan mengurus legalitas usaha, sehingga
pendampingan dengan metode partisipatif menjadi solusi efektif untuk
meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kepatuhan hukum pelaku usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar
utama dalam perekonomian nasional Indonesia. Perannya tidak hanya dalam
penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah
berbagai tantangan global (Heri Kusmanto & Warijo, 2019). Berdasarkan data
dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk
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Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60,5%, dengan jumlah pelaku usaha
yang terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun UMKM memiliki potensi yang besar, masih banyak pelaku
usaha di tingkat mikro dan kecil yang belum menyadari pentingnya legalitas
usaha. Padahal, legalitas merupakan aspek fundamental yang menentukan
keberlangsungan, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai fasilitas
pembinaan dan permodalan dari pemerintah (Helmi, 2012). Perizinan usaha
menjadi salah satu indikator tata kelola bisnis yang baik dan dapat meningkatkan
kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

(Faruki 2020) Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah telah
mengupayakan penyederhanaan proses legalitas usaha melalui sistem perizinan
berbasis risiko yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 serta
diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat masyarakat akar rumput
masih menemui berbagai kendala, mulai dari rendahnya literasi digital hingga
minimnya pendampingan teknis.

Fenomena serupa terjadi di Dusun Jombangan Santren, Desa Tertek,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan observasi awal, mayoritas
pelaku UMKM di wilayah ini belum memiliki legalitas usaha. Faktor
dominannya adalah minimnya informasi, anggapan bahwa pengurusan izin
rumit, serta kekhawatiran terhadap kewajiban pajak. Padahal, legalitas usaha
bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan menjadi fondasi utama
untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan aman dari aspek hukum
(Utrecht, 1957; Bagir Manan, 1995).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendampingan dan edukasi secara
langsung kepada pelaku UMKM. Tujuannya adalah membangun kesadaran
tentang pentingnya legalitas usaha serta mendampingi proses pendaftaran Nomor
Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Pendekatan yang digunakan dalam
kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan
kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat dalam merumuskan dan
menyelesaikan persoalan secara partisipatif (Reason & Bradbury, 2008; Afandi,
2015).
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Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action
Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada partisipasi aktif
masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan tindakan,
pelaksanaan solusi, dan evaluasi hasil (Afandi, 2015). PAR dipandang efektif
dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena mendorong transformasi sosial
berbasis kebutuhan dan potensi lokal secara kolaboratif.

Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan mengikuti siklus PAR yang
meliputi:
Observasi dan Analisis Situasi

Tim pelaksana melakukan survei awal terhadap kondisi UMKM di Dusun
Jombangan Santren. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data terkait
jumlah pelaku usaha, tingkat kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, serta
kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran izin usaha.
Identifikasi Masalah dan Penyusunan Tujuan

Melalui wawancara dan diskusi bersama pelaku UMKM dan tokoh
masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami urgensi
legalitas serta prosedur pendaftaran izin usaha melalui OSS. Berdasarkan hasil
tersebut, ditetapkan tujuan kegiatan yaitu meningkatkan literasi hukum dan
digital masyarakat serta mendampingi proses pendaftaran Nomor Induk
Berusaha (NIB).
Perencanaan dan Sosialisasi

Tim menyusun materi sosialisasi dan merancang strategi pendampingan
secara teknis, termasuk simulasi penggunaan aplikasi OSS berbasis risiko.
Agenda kegiatan disusun secara partisipatif dengan mempertimbangkan jadwal
dan kondisi sosial masyarakat.
Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan utama berupa sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan
pendampingan langsung pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Kegiatan ini
melibatkan pelaku UMKM, ibu-ibu PKK, dan aparat desa setempat.
Pendampingan dilakukan secara personal dan kelompok, sesuai dengan
kebutuhan peserta.
Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Selain itu, refleksi dilakukan
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bersama mitra untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan rekomendasi
lanjutan guna meningkatkan keberlanjutan dampak program (Reason &
Bradbury, 2008).

Hasil Penelitian
Identifikasi Masalah dan Respons Awal Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tahap
awal kegiatan pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di
Dusun Jombangan Santren belum memiliki legalitas usaha. Dari total 17 pelaku
usaha yang diwawancarai, hanya 3 di antaranya yang telah memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB), sedangkan sisanya belum mengurus izin usaha karena
merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak. Salah satu pelaku UMKM, Ibu Lita
Hendrawati, menyatakan, “Saya kira kalau usaha rumahan tidak perlu pakai izin.
Lagipula nanti malah disuruh bayar pajak, jadi takut malah rugi” (Wawancara,
31 Juli 2023).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan persepsi
antara kebijakan pemerintah terkait kemudahan izin usaha melalui OSS dan
pemahaman masyarakat pelaku UMKM di tingkat lokal. Hal ini juga diperkuat
oleh hasil diskusi kelompok terfokus dengan Ibu Amir, ketua dasawisma, yang
mengungkapkan bahwa mayoritas warga belum pernah mendapatkan
penyuluhan mengenai OSS atau manfaat legalitas usaha (Wawancara, 15
Agustus 2023).

Proses Sosialisasi dan Pendampingan OSS

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 di
rumah sekretaris dusun jombangan santren dengan melibatkan 22 peserta dari
kalangan pelaku UMKM, ibu PKK, dan aparat desa. Materi yang disampaikan
meliputi pengertian legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta simulasi
pendaftaran melalui aplikasi OSS. Peserta diberikan pendampingan langsung
untuk mendaftar secara online dengan memanfaatkan ponsel pintar masing-
masing. Hasil evaluasi singkat di akhir kegiatan menunjukkan bahwa 15 peserta
berhasil membuat akun OSS dan 9 di antaranya berhasil memperoleh NIB pada
hari yang sama.

Antusiasme peserta cukup tinggi, terutama setelah dijelaskan bahwa NIB
dapat menjadi prasyarat mengikuti pelatithan kewirausahaan dan bantuan
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permodalan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kediri. Salah satu peserta, Ibu
Sulastri, menyampaikan, “Ternyata caranya gampang, dan tidak harus datang ke
kantor. Kalau begini malah semangat buat ngurus izin” (Wawancara, 25 Agustus
2023).

Agenda sosialisasi tentang pentingnya perizinan usaha dan pendampingan
izin usaha melalui aplikasi OSS.

No Tanggal Jam Kegiatan/Materi Tempat
Sabtu, 15.30- Survei lahan KRPL dan . Lahan KRPL
1 29 Juli 2023 1715 wawancara terkait produksi RW 11 jlan
) jelly drink bayam brazil Kelapa
Survei dan pendampingan .
) Senin, 08.30- produksi UMKM olahan kue }Eilg‘nah ibu
31 Juli 2023 11.00 kering yang dikelola oleh Hendrawati
ibu Lita Hendrawati
Kamis, 15.00- Pendataan UMK yang sudah Rumah ibu
3 03 Agustus mempunyai izin usaha dan
16.00 kepala dusun
2023 yang belum punya
Jum’at Wawancara terkait alasan
4 04 l; s t,us 18.30- | permasalahan belum ada Rumabh ibu
2ngs 20.30 legalitas usaha pada pelaku kepala dusun
UMKM
Selasa, 19.30- Analisis data dan Balai desa
5 08 Agustus
2023 20.30 perencanaan program Jombangan
Jum’at, 19.00- Pemberitahuan p§ngadaan Rumah ibu
6 11 Agustus program kepada ibu kepala
19.30 kepala dusun
2023 dusun
Selasa, Pendampmgan p roduk§1 Rumah ibu
16.00- | jelly drink bayam brazil dan C
7 15 Agustus Amir di jalan
17.30 musyawarah penentuan
2023 L Kelapa
tanggal sosialisasi
, Sosialisasi pentingnya
Jum’at, 13.00- legalitas usaha dan Balai desa
8 25 Agustus .
14.30 pendampingan pembuatan Jombangan
2023 L ;
izin melalui OSS
Jum’at, .
9 25 Agustus 18.30- Evaluasi program Balai desa
2023 20.30 Jombangan
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Pendampingan Pendaftaran Legalitas
Usaha Melalui Aplikasi OSS,
Jum’at, 25 Agustus 2023

Perubahan Sikap dan Partisipasi Masyarakat

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan, terjadi peningkatan
kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha. Hal ini dibuktikan dengan
adanya inisiatif dari beberapa pelaku UMKM untuk membantu tetangga yang
belum hadir dalam kegiatan agar juga mengurus izin secara mandiri. Beberapa
pelaku usaha bahkan mulai mendokumentasikan produk mereka agar lebih siap
ketika ada peluang mengikuti pelatihan dan pemasaran digital.

Perubahan lain yang signifikan terlihat dari meningkatnya kerja sama
antara pelaku UMKM yang sebelumnya kurang terorganisasi. Mereka mulai
membentuk grup WhatsApp khusus UMKM Dusun Jombangan untuk berbagi
informasi seputar pengembangan usaha, peluang pasar, hingga pelatihan.

Peneliti juga melakukan kunjungan ke beberapa UMKM yang sedang
melakukan produksi;

- S
g [ - e
O P B ==
B Fow man by 7.-&‘
p o DUEPRFEASor Py

UMKM Olahan Kue Kring & Basah
oleh ibu Lita Hendrawati, Kamis, 03 Agustus 2023
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UMKM Jelly, Selasa, 15 Agustus 2023

Kendala Teknis dan Solusi Lapangan

Meski program berjalan cukup lancar, ditemukan beberapa kendala dalam
pelaksanaannya, seperti keterbatasan jaringan internet di lokasi, minimnya
literasi digital sebagian peserta lansia, serta kekhawatiran terhadap keamanan
data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menyediakan akses Wi-Fi
portabel dan mengadakan sesi tambahan khusus bagi peserta yang belum mahir
menggunakan smartphone.

Dukungan perangkat desa juga menjadi faktor penentu keberhasilan.
Kepala Dusun Jombangan Santren, Bapak Sunaryo, menyampaikan
komitmennya untuk mendampingi warga yang belum memiliki NIB agar segera
mendaftar, dengan menyarankan pemanfaatan perangkat desa sebagai fasilitator
(Wawancara 26 Agustus 2023)

Pendataan Pelaku UMKM
Bagi yang sudah maupun yang belum Memiliki Legalitas Usaha Pada UMK

Dampak Jangka Pendek Program

Sebagai hasil nyata dari kegiatan, tercatat 13 UMKM baru yang berhasil
mendapatkan NIB dalam rentang waktu dua minggu pasca program. Selain itu,
terbentuk jaringan komunikasi yang lebih baik di antara pelaku usaha, yang
memungkinkan adanya kolaborasi dalam hal promosi dan pengadaan bahan
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baku. Selain legalitas, kesadaran akan pentingnya branding, kemasan produk, dan
strategi pemasaran juga mulai tumbuh.

Efek ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya formalitas
administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk peningkatan daya
saing usaha masyarakat secara berkelanjutan (Kusmanto & Warijo, 2019).

Pembahasan

Pendampingan legalitas usaha melalui pendekatan PAR terbukti efektif
untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik di
tingkat masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan kegiatan
menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini (Afandi, 2015). PAR menempatkan
masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek perubahan, yang
sejalan dengan prinsip pemberdayaan komunitas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidaktahuan dan ketakutan
terhadap pajak menjadi penghambat utama dalam pengurusan legalitas. Hal ini
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa persepsi negatif
terhadap birokrasi dan ketidaktahuan tentang manfaat perizinan masih menjadi
hambatan struktural dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Saputra et al.,
2021). Sosialisasi yang dilakukan secara langsung, disertai pendampingan
praktik OSS, menjadi intervensi efektif yang mampu merubah cara pandang
tersebut.

Pendampingan ini juga memperlihatkan pentingnya peran lokal seperti ibu
PKK, tokoh dusun, dan kelompok dasawisma sebagai katalisator perubahan.
Keterlibatan mereka memperkuat jangkauan dan keberterimaan program. Model
kolaboratif seperti ini penting untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki
karakteristik serupa.

Di sisi lain, kehadiran OSS sebagai platform berbasis digital menuntut
adaptasi baru bagi pelaku UMKM yang belum familiar dengan teknologi.
Meskipun secara regulasi OSS dinilai memudahkan, pada praktiknya masih
memerlukan pendampingan intensif, terutama bagi masyarakat pedesaan yang
menghadapi kendala konektivitas dan literasi digital (Helmi, 2012).

Dampak dari kegiatan ini juga membuktikan bahwa legalitas usaha dapat
mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih terstruktur. Legalitas
memberikan akses lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi
halal atau BPOM, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas dan daya
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saing produk UMKM (Heri Kusmanto & Warijo, 2019). Maka dari itu, legalitas
bukan sekadar instrumen administratif, tetapi menjadi bagian penting dari
strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif, dukungan stakeholder lokal,
serta pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian terpadu dari strategi
pendampingan UMKM di era digital. Keberhasilan program di Dusun
Jombangan Santren menjadi bukti bahwa intervensi berbasis komunitas yang
terencana dan inklusif mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam
melegalisasi usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Penutup.
Kesimpulan

Program pendampingan perizinan usaha kepada pelaku UMKM di Dusun
Jombangan Santren membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan
keterampilan digital masyarakat. Melalui metode Participatory Action Research
(PAR), pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses mulai dari
identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Hal ini memperkuat posisi mereka
sebagai subjek perubahan, bukan sekadar penerima manfaat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas usaha di
masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh sikap apatis, melainkan lebih
kepada keterbatasan akses informasi, literasi digital yang rendah, dan persepsi
negatif terhadap birokrasi perizinan. Melalui sosialisasi yang disertai praktik
langsung menggunakan aplikasi OSS, sebagian besar peserta menunjukkan
peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan administratif terkait
legalitas usaha.

Peningkatan literasi hukum dan digital tidak hanya mendorong pelaku
UMKM untuk mengurus legalitas usahanya, tetapi juga memunculkan kesadaran
kolektif akan pentingnya daya saing, etika usaha, dan perlindungan hukum.
Interaksi antar peserta juga memperkuat jejaring usaha lokal yang dapat
dikembangkan menjadi wadah sinergi usaha mikro di tingkat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa program pengabdian
yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dan didukung oleh pendekatan
edukatif dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong legalitas dan formalitas
UMKM di tingkat akar rumput. Namun, keberlanjutan dampaknya memerlukan
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sinergi lebih lanjut dengan pemerintah desa, lembaga pembina UMKM, serta
dukungan regulasi yang akomodatif.

Rekomendasi

Pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan forum
UMKM lokal sebagai wadah komunikasi, pelatihan, dan advokasi bagi pelaku
usaha dalam hal legalitas, akses pasar, serta pembiayaan.

Lembaga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat perlu
secara konsisten melakukan pendampingan lanjut, termasuk menyusun modul
pelatihan legalitas berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha
di pedesaan.

Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengadakan klinik OSS keliling atau
pos konsultasi berkala di tingkat desa agar akses informasi dan bantuan teknis
terkait perizinan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Penguatan literasi digital menjadi keharusan. Oleh karena itu, pelatihan
OSS sebaiknya dirancang dengan pendekatan kontekstual, melibatkan tutorial
visual dan simulasi langsung agar mudah dipahami oleh kalangan usia lanjut
maupun berpendidikan terbatas.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka
panjang dari kegiatan ini, termasuk pada aspek peningkatan pendapatan usaha,
keterlibatan pasar digital, serta ketahanan usaha terhadap krisis ekonomi.
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